73 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KUTASARI
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF
NOMOR : 7/HK.02/K.JT-20/03/2026
NOMOR : 400.3.8/0677/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di
Purbalingga, yang bertandatangan di bawah ini :

1.

Misrad, S.E . Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan hukum di JI.
Mayjend. Panjaitan No. 41, Purbalingga, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU;

2. Sarjono, S.Pd : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kutasari yang

berkedudukan hukum di Purbalingga, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Sarjono, S.Pd selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA,;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-
sama disebut dengan PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Lembaga Negara
Independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu lembaga negara
Independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah
Kabupaten Purbalingga yang secara vertikal-hierarkis bagian tak terpisahkan dari Bawaslu
RI. Luasnya wilayah serta variatifnya objek pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang perlu
dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga, maka potensi pelanggaran terbuka
cukup luas ditengah masyarakat. Oleh sebab itu maka partisipasi aktif warga negara
sangatlah diperlukan dalam membantu kegiatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang berdomisili di Kabupaten Purbalingga,
sebagai bagian penting institusi yang mampu membangun kesadaran masyarakat melalui
dunia pendidikan. Sehingga memiliki kewajiban moral turut menumbuh kembangkan nilai
demokrasi sebagai bagian dalam upaya menjaga tatanan berbangsa dan bernegara secara
konstitusional;

Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen
untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Purbalingga;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, ¢ dipandang periu
untuk menetapkan Nota Kesepahaman antara Para Pihak, tentang Pengawasan Partisipatif
selama masa non tahapan dan tahapan baik pemilu maupun pemilihan (pra tahapan, tahapan,
hingga pasca tahapan) di Kabupaten Purbalingga.



BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
ditandatangani oleh PARA PIHAK;

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak
lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini
berakhir.

BAB VIl
ADENDUM
Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan
ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

BAB VIlIi
KORESPONDENSI
Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota
Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi
dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
Jalan Mayjen DI Panjaitan Nomor 41, Kabupaten Purbalingga
Telp : (0281) 8902420
Email: set.purbalingga@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KUTASARI
Jalan Raya Tobong, Meri, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga
Telp: (0281) 6599204
Email: info@smkn1kutasari.sch.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan
amandemen atas Nota Kesepahaman ini.



BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP
Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KABUPATEN PURBALINGGA NEGERI 1 KUTASARI
Ketua

Kepala Sekolah




